PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 45 TAHUN 1960 ( 45/ 1960)
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN

Presi den Republik Indonesi a,

Meni nbang :

a. bahwa perlu dibentuk Dewan-dewan yang berkewaji ban nenbantu
pi npi nan per usahaan untuk nenpertinggi kwantitet dan kwalitet
produksi dan untuk nengawasi serta nenganmankan kekayaan
Negar a;

b. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Undang- undang No. 86 tahun 1958;

3. Peraturah Penerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun
1960;

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

VEMUTUSKAN:

Menet apkan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang penbentukan
Dewan Per usahaan.

Pasal 1.

Ditiap perusahaan negara dan ditiap Badan Pinpinan Urum yang
ber bent uk pada hukum termaksud pada Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang No. 19 tahun 1960, dibentuk Dewan Perusahaan ol eh
Menteri yang bersangkutan setelah nendengar Menteri Perburuhan,
yang selanjutnya nmasing-nmasing disebut "Dewan Perusahaan” dan
"Dewan Perusahaan Pusat".

Pasal 2.

(1) Dewan Perusahaan terdiri dari:
a. waki | pi npi nan per usahaan,
b. waki | buruh yang bekerja pada perusahaan tersebut,
c.wakil tani yang ada hubungan |angsung dengan perusahaan
t er sebut,
d. unsur -unsur daerah yang dipandang perlu oleh Menteri yang
ber sangkut an.

(2) Dewan Perusahaan Pusat terdiri dari:
a.waki | pi nmpi nan Badan Pi npi nan Umum
b.wakil buruh yang bekerja pada perusahaan negara yang
t er gabung di dal ammya.
c.wakil tani yang ada hubungan |angsung dengan perusahaan



negara tersebut.
d. ahli-ahli yang di pandang perlu ol eh Menteri yang
ber sangkut an.

Pasal 3.

(1) Dewan Perusahaan nenpunyai sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-
banyaknya 5 orang anggot a.

(2) Dewan Perusahaan Pusat nenpunyai sebanyak-banyaknya 7 orang
anggot a.

Pasal 4.

(1) Waki | pinpinan perusahaan dan Badan Pinpinan Unum yang duduk
dal am Dewan Perusahaan diangkat masing-nmasing oleh Menteri
yang ber sangkut an

(2) Vaki | buruh yang duduk dal am Dewan Perusahaan di angkat masing-
masi ng ol en Menteri yang bersangkutan atas usul yang di aj ukan
ol eh Badan Pinpinan Urum setel ah nendengar organi sasi buruh
yang ber sangkut an

(3)Vakil tani yang duduk dal am Dewan Perusahaan di angkat masing-
masing oleh Menteri yang bersangkutan, atas usul Badan
Pimpinan Urum setel ah nendengar or gani sasi tani yang
ber sangkut an.

Pasal 5.

Dewan Perusahaan tersebut pada pasal 1 diketuai mnasing- nasing
ol eh wakil pinpinan perusahaan dan Badan Pinpi nan Urum ter maksud
dal am pasal 4 ayat (1).

Pasal 6.

Unt uk dapat di angkat nenjadi anggota Dewan Perusahaan harus
di penuhi syarat  keanggotaan Front Nasional, keahlian dal am
per usahaan yang ber sangkut an dan bakat kepem npi nan.

Pasal 7.

Anggot a Dewan, Perusahaan di angkat untuk jangka waktu paling
| ama dua tahun, dengan ketentuan, bahwa nereka dapat di angkat
kenbal i setel ah nmasa j abat annya ber akhir.

Pasal 8.

Sebel um nemangku j abat annya anggot a Dewan Perusahaan di hadapan
Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk ol ehnya
nmengucapkan sunpah/janji yang perunusannya ditetapkan dengan
Per at ur an Peneri nt ah.

Pasal 9.



(1) Tugas Dewan Perusahaan Pusat;
A Menberi kan pertinbangan kepada Badan Pi npi nan Urum
a.tentang perencanaan secara teknis untuk nencapai | atah
produksi yang ditet apkan;
b.tentang bi nbi ngan pengel ol aan kepada perusahaan yang
t er gabung di dal ammya tent ang yang harus di |l akukan;
c.tentang koordinasi guna nmenjamn agar produksi dapat
berjal an | ancar;
B. Menbant u Badan Pi npi nan Unum nmengawasi ;
a. kel ancar an j al annya per usahaan;
b. unt uk mengamankan kekayaan negar a.

(2) Tugas Dewan Perusahaan.
A Menberi kan pertinbangan kepada pi npi nan perusahaan;
a.tentang penetapan rencana produksi bagi perusahaan;
b.tentang cara pel aksanaan produksi agar dapat berjal an
secara tepat guna (effisien) termasuk menberikan
perti nbangan tentang penetapan tata-tertib kerja
dan syarat-syarat kerj a;

c.tentang usaha-usaha kerja-sama yang baik secara
gotong- royong antara sermua pihak yang turut-serta
dal am pr oduksi

d. tentang penberi an penghargaan terhadap jasa-jasa dal am
pr oduksi .

B. Menmbant u pi npi nan perusahaan nengawasi ;
a. kel ancaran j al annya per usahaan;
b. unt uk nmengamankan kekayaan negar a.

Pasal 10.

Ket entuan Dewan Perusahaan berusaha agar Dewan Perusahaan
nmengadakan nmusyawar ah secara berkal a dan wakt u-waktu tertentu

Pasal 11.

Penbi ayaan Dewan Perusahaan di bebankan kepada perusahaan yang
ber sangkut an yang akan di atur ol eh Menteri yang ber sangkut an.

Pasal 12.

Hal -hal yang perlu diatur lebih lanjut ditetapkan dengan
Per at ur an Peneri nt ah.

Pasal 13.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada tanggal 1 Nopenber 1960.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta



pada tanggal 29 Cktober 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a.

SUKARNO.

D undangkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Cktober 1960.
Sekretaris Negar a,

TAMZI L

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMOR 45 TAHUN 1960
t ent ang
PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN.

. UMM

Adanya Dewan Perusahaan itu tidak dapat dipisahkan dengan
adanya retooling diperusahaan-perusahaan negara sebagai ternmaksud
dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun
1960, retooling dalam pinpinan perusahaan dan retooling dalam
sektor perburuhan sendiri.

Dewan tersebut harus dapat nencerm nkan adanya suatu pi npi nan
koperatif dari perusahaan dalam bentuk sedem kian rupa sehingga
ket egasan dan kesatuan pinpinan (konmando), vyang perlu bagi
pengel ol aan yang effektip, tidak terganggu.

Dal am hubungan ini, mnaka perlu adanya satu |andasan idii
di antara petugas- petugas produksi sehingga nenghil angkan dualisne
dan penyel ewengan-penyel ewengan. Pula dapat ditunbuhkan suatu
sistim cheek and bal ance, sehingga seluruh roda produksi akan
berjal an | ancar berdasarkan sel f-control e dan sel f-generati ng.

Dengan dem ki an pendapat tentang perlu atau tidaknya pi npinan
per usahaan turut duduk dal am Dewan adal ah masal ah yang secundair.
Sebab pada akhirnya yang harus dituju ialah adanya pengel ol aan
perusahaan yang tepat guna dan keakhlian untuk nencapai sasaran
produksi, adanya kej ujuran dan kesetiaan terhadap tujuan negara dan
kekayaannya serta adanya harnonis diantara petugas-petugas
pr oduksi .

D dal am nencari bentuk pel aksanaan dari tugas yang di berikan
kepada Dewan haruas sesuai dengan sistim kepribadian bangsa
Indonesia sendiri, dan berlandaskan ketentuan bahwa perusahaan
negara adal ah al at revol usi.

Sel anj utnya dimana buruh-buruh itu terpecah-pecah dan dinmana
pem | i han waki | - waki | nya yang di dasar kan pada
or gani sasi - or gani sasi nya senat a- mat a akan meni mbul kan
kesukar an- kesukaran praktis, psychologis dan politis, maka sebel um
or gani sasi - organi sasi kesatuan buruh itu senpurna maka pemlihan
wakil buruh itu perlu terpinpin, vyaitu dengan nenperhatikan
organi sasi yang ada dan setel ah nendengar Menteri Perburuhan, yang
di anggap bahwa beliaul ah yang nengetahui keadaan organi sasi buruh
yang sebenarnya, mnaka dengan nelalui prosedur tertentu, Menteri



yang ber sangkut anl ah yang nengangkat nya.

Dem ki anpun  halnya dengan wakil Tani , pengangkat annya
di | aksanakan setelah nendengar Menteri Agraria dan Menteri
Per t ani an.

Dengan jalan ini kita dapat nengharapkan bahwa di dalamnmemlih
waki | -waki | buruh dan tani itu dapat terpenuhi unsur
a. keahl i an,
b. USDEK & Mani pol
c. pel aksanaan gotong-royong yang terjalin nenjadi satu oleh

pi npi nan.
Menteri Perburuhan, Menteri Pertanian dan Menteri Agrari a,
dengan dem ki an di beri kemungki nan unt uk menakai

pengal aman- pengal amannya di dal am nengadakan penyederhanaan dan
penyusunan kenbali (herordening) organisasi buruh dan tani dal am
nmasyar akat .

I1. PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

A eh karena Badan Pinpinan Umum yang tidak berbentuk badan
hukum itu tidak nenpunyai wewenang untuk bertugas nenyel enggarakan
pekerjaan nenguasai dan nengurus perusahaan negara tertentu dan
pula tidak nenjalankan tugas direksi perusahaan negara serta
nmenyel enggar akan sebagi an dari pekerjaan nenguasai dan nengurus
per usahaan sebagai termaksud pada pasal 22 ayat (1) sub a dan b
pasal 23 ayat (4) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No.
19 tahun 1960, maka penbentukan Dewan Perusahaan Pusat tersebut
ti dak akan ada manf aat nya.

Pasal 2.
Cukup j el as.

Pasal 3.

Jum ah anggota Dewan itu mengingat keadaan setenpat termasuk
besar kecil nya perusahaan, tersedianya tenaga Kkerja tidak
di dasar kan pada paritet, tetapi hanya m ni num dan naksi nuimmya saj a.

Pasal 4, 5 dan 6.
Cukup j el as.

Pasal 7.

Yang di maksudkan agar Penerintah dapat nenilai apakah Dewan
itu dapat bekerja secara tepat guna atau tidak, mnmaka |anmanya Dewan
itu maksi mum dua tahun. Dan apabila nereka masi ng- nasi ngnya nenang
dapat nenunj ukkan prestasi dapat di angkat kenbali .

Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12.
Cukup j el as.



CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1960/ 136; TLN NO 2073



